
BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
OMORDTTAHUN2OOT

TENTANG

PETUNJ UK PEI.AKSANAAN PEMTURAN DAERAHK.ABUPATEN TEMAT*CEUr.rC ruOr,,r6N 2 TAHUN 2OO7TENrA N G BADAN penr,,r usVavianaraN D i;; ",
BUPATI TEMANGGUNG,

It-rr mbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2{t peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun )()0i i.n,.ng BadanPermusyawaratan --geia, - 
iengaturarr mengenai teknis

:flitil:il Badan ne'musvai'a';;;; "o'u" ;;fi' rebih i.;:..,i

b. bahwa sehubungan 
, dengan 

,pert[nbangan sebagaimq,nE,,dimaksud huruf a, perlu mjnetap(un peiairiln eupati tenta,ngPetunjuk peraksanaan peraturan Daerah xabrpli.n Tema:nggungNomor 2 Tahun 2007 tentang Badan:p.rrrrvJ*uiurun Desa,
tilengingat : 1, undang-undang Nomor 13 Tahun 1g50 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabuparen oiram Lingkungan propinsi JawaTengah;

2, Undang-Undang ,Nomor 10 Tahun. 2004 tentang pembentukarl
Peraturan perundang-undangan (Lembarant--trtigura .,Repu,b,lri,k
Indonesia Tahun 2004 Nomoi 53,'iinr[ur..,rn i.irorra,n [\ega,raRepubtik Indenesia Nomor +389);

3' Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintaha,n
Daerah (Lembaran 

. 
Negara Repubrik rnooriesii 

'iril; ';ffi;
Nomor tZS, Tambdhan- Lembaran Negar.a neeifUfif<'il;;rl;Nomor 4437) sebagaimana tetah diubaide;gur-j.l;d.ffi;;
Nomor B Tahun_ 2005 tentang Penetapan pirituian perner:intah
Pengganfl undang-Undang -ruomor 3 tahun: 20os- t."ti.gPerubahan undang-Unoan! Nomor iz runrn '2004 iili;;fi,Pem:rintahan,Daerah m!njadi undang-unaung (Lern[arar:r
Negara Republik Indonesia rinun 2005 triomor 108, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor qSaB);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

f:.:b^T:l ,ryTura 
Repubtik rndonesia .ranun 

i-oos ruon,Lr 
-1;i,;', I::r:TJ:Tff'ilil:::;,:H:J;J:;IT:}'HJ,'J,*,

tentang Badan per:musyawaratan -besi,(t-enrbara, 
_or*.n

Kabupaten Temanggung Tahun,2007 trtomor i1, - b-r=!r
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r'lEMUTUSKAN:
ilmill,etapkan : pERATURAN 

BUPATI
PERATURAN DAERAH
TAHUN 2OO7 TENTANG

.TENTANG PETU.NJUK PELAKSANAA,N
KABUPATEN TE.I,IANGGUNEJOMOR 

2BADAN PERM usyAwAp;rin' Lese.
BAB i

KETENTUAN UMUM
pasal 

1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung 
;

' 2, Pemerintah Daerah adarah Bupati dan peiangkat Daerah sebagaiunsur penyetenggara pemerintinin j.lrrhi, ",'t
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4, Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung;
5. Desa adalah l<esatuan masyarak{.h,ukum yang memlliki bate,s_bataswilavah vtlq- oerwena,id 

-yryrf .r*g;irr oan rrefisL*rJSkepentingan masyarakat seiempat, OerOasai[an asal-usul da:n aida:tistiadar setempat vans aia(ui 
' ;;;lihii*rti daram sisrenrpemerintahan 

Negara reiatua; R.prbtlk ,.j;r.r,, 
;6' Pemerintanu:,:"ur: adarah penyerenggaraan urusan pemer:intahanoteh pemerintah Desa oin aaoa, f;;;;yaiarutu, Desa ,Jararnmengatur dan rnunguru, *epentingun 

-'n.,arvarakat. 
s€tempatberdasarkan asat-usur ?an aOl111i1Oui rut"roqq,yang :dta3,r.ri 

dq,R,

il::'#:;;, 
daram sistem perierintanan r're6ir'ji.llil'rf ',ffiil,rBlu*,,

7 ' Pemerintah ?:1 adarah Kepara Desa dan perangkat Dasa, sebagai,unsur penyelenggara p&merintahan aurr; 
' ' y'v 

,,

8. Kepara Desa adarah pimpinan pemerintah desa dr Kabupa,tenTemanggung. I rv' r! rue' I \

9; Badan permusyawaratan Desa seranjutnya disingkat BpD adarahlembagu v119 merupakin p.*ril;. ' demokrasi darampenyetenggaraan pemerintahan desa ;G;l ,*,. o..i*r*;;,,upemerintahan desa;

10, Lembaga Kemasyarakatan Desa, adarah renrbaga yang dibentuk orehmasyara:kat sesuai dengan kebutuhan d;"; rneru,palG,n ixi,trapemerintah desa daram memberdayat<an marvir.rail 
vr:'\e, 

'trrrll'd

11. Rukun warga yang seranjutny.a disingkat RW adarah org.qnrsasikemasyarakatan untuk memeriharc J.n metostar:ikan n:iJai.n,iraikehidupan masyarakat yan'g berdasarkan kekeruirrgaan serta, ,ntffimeningkatkan kerancaran peraksana.n trgi, 
";;.il;;.;'iun""o'un

kemasya'akatan di desa serta mempunyri trg,,i 
'r.,*ui[.i.oiouui

beberapa Rukun Tetangga; r -" t -' sev(J') I rrsr r'y^u'rturll



t
I
:

12'Rukun Tetangga yap. seranjutnya disingkat RT adarah organisasikemasyarakaian untur re*etinao -ou=n'-r.restarikan 
nirai.niraikehrdupan masyarakat vung teroasart<an reiuirurgaan serta untukmentngkatkan_ kerancaran p.r.G*,iir "tig.l''purbungunan 

dankemasyarakatan di desa {;;
anggota masyarakat; mempunyai tugas mengkoordinasi

13. Peraturan Desa adarah peraturan perundang-undangan yang dibuatoteh BpD bersama xepaii o.ii;
14' Peraturan Kepala Desa adarah peraturan yang dibuat dandlkeruarkan oreh Kepati o.iu untur< metaksanakan peraturanperundanE-undangan v..; rJiln tinggi v.ne bo;ifat mengatur;
15, Keputusan K€para Desa adarah keputusan yang di.buat dandikerua'kan otbn r<upiru il;. untuk metaksanakan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan keblJakanbaru yang bersifaipenetaian.- 

I trrryy' qrLuu rrr.r

16, Anggaran pendapatan dan Beranja Desa seranjutnya disingkatAPBDes adarah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yingdibahas dan disetului uersami'6ten peruiint5r..,'desa da\ BpD yang

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

pasal 2
(1) Di Desa dibentuk BpD sebagai unsur penyerenggara pernerintahanDesa. 1- rvrrrurvrry

(2) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepata Desa,menampung dan menyalurkan asplrasi masyara(at, l

BAB iII
KEANGGOTMN

, Bagian Kesatu ',

persyarbtan
. pasal 3

(1) BpD sebagaimana dimaksud daram pasar 3 dibentrrk oreh masyarakat ,Desa yang bersangkutan,

(2) Anggota BPD adalah w'akil dari penduduk rresa bersa,nEkutanberdasarkan kqtemrakiran wirayah y.ng oitetapran denga,n cararnusyawarah dan mufakat.

(3)Anggota BPD s_ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat t€r:diri d,ar:iunsur : Ketua R!v, golongan profesi, pemuka aglma clan tokoh a,Laupemuka rnasyarakat lainnya,

i..

$
Ai|*



f,

g,

h.

pasal 4
Anggora BpD adaral.wlpu Negara Repubrik Indonesia yang memenuhipersyaratan sebagai berikut: ' -r rvv'| lLi

a. beftaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
b. setla kepada pancasira sebagai Dasar Negara, undang-undang QasarNegara Repubtrk rnoonestl- i1nu1 164r'!3}1 kepada Ngg,a,raKesatuan Repubrik indonesta-, serta pemerirrtah;
c' penduduk desa warga Negara Repubrik Indonesia, dibukti,lcanfotocopy KTP; 

- r- ' rvrvr v {\t.Puurr^ IIlu(

d. berpendidikan paring rendah tamat sekorah Menengah pertanira(sMp), Madrasah. isanawiyan' Jtiu ;;;'seJeraiat, d,r,buk*r*ndengan fotocopy ijazah lerrv

e' pada saat dicaronkan berumur 
1e!u110.-kurangnya 2,5 ,(d,a pulrrhlima) tahun dan. setinggi-tinjginya q0 i.nu,, 'puruh) tahun, serta

|Etliiil ff 
bo?fJ,.[i.?1,,111 - o e'u sete m pa r i. [, nu n i - r,,,* 6 oy;'z

sehat jasmani dan rohani ;

berkelakuan baik ;

tidak pernah dihukum penjara f rela tindak pidana kejahatandengan hukuman pating jingftit] 
liimay rahurr;

i, tidak dicabur hak pilihnya;
j. belum pernah menjadi anggota BpD serama dua kari masa jabatanbefturut-turut di Oeia yang-5eriangkutan;
k'' mengenar desanya dan dikenar oreh masyarakat desa setempat;l. bersedia dicaronkan menjadi anggora BpD, dibuktikan dengan sura,tpernyataa n,

. Bagian Kedua

Jurnlah Anggota i

pasal 5

(t)J_ury,lah anggota BpD ditetapkan dengan jumt;ih ganjit, paling sedikit5 (tima) orang .dur paling banyati ri (sebeias)',b[ng'"ffirr,

(2)Jumlah anggota qpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan jumrafi penduduk oesi-yang bersan,gkutan,
dengan ketentuan : 

rvrrvvvsr\ vvJLr r

a. jumrah penduduk sampar dengan 1.500 Jrwa, Jumrah anggota
BPD sebanyak 5 orang anggotat

b. jumtah penduduk_diata.s 1.500 jiwa sampai dengan 2.00c jiwa,
Jumlah anggbta BpD sebanyak 7 orang an'ggota; 

-

c. lumlah penduduk diatas 2,000 jiwa sampai dengan 2.500 jrwa,
jumlah anggota BpD sebanyak gorang anggota; - 'J - '";'

d, jumlah penduduk diatas 2.500 jiwa, jumtah anggota BpD
sebalyak 11 orang anggota;



I
I

p E N cALoNA* oo*B:8. lu.rooo* ANG G orA
, Bagian Kesatu

Tahapan

pasal 6
(1) Selambat'rambatnyl_3 (tiga) buran seberurn trerakhirnya masaJabatan anggota BpD, ri.prr. Desa memproses pencaronan danpenetapananggota. - r-vv
(');:xixfln pencaronan dan penerapan anssota BpD ad.rah sebagai

a, musyawarah desa;

b, musyawarah distrlk/wilayah;
c. pengajuan penetapan calon oleh kepala cjt:sa kepada Bupaf imelalur Camat;

d, penetapan anggota BpD, pelantikan rJan Dengucapan. sumpah/janji,

Bagian Kedua

Musyawarah Desa

Pasal 7
(1) Kepala Desa menyerenggarakan mrrsyawarah desa denqanmenghadirkan pengurus uimbaga Kemasyarakatan dan tokolr ataupemuka masyarakit untuk ;

a, menentukan pembagian distrik/wilayah,
b. menentukan t<uota anggota BpD masing-masing distrik/wirayah
c, pembentukan panitia pencalonan anggota gpo *urinn-n.,urtng

distrik/wilayah;

d' menentukan jadwar waktu pencaronan dan penetapan anggota
BPD.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
datam berita acara, dirampiri daitar hadirl oin ditetirir..-Jlig..
keputusan Kepala Desa seta dilaporkan kepada Bupati rnetitui
Camat.

pasal B
(1) Distrik/wilayah terdiri dari satu atau

merupakan tieteruakilan wilayah dalam
BPD

beberapa dusun yang
penentuan calon anggot;

(2) Penentuan kuota anggota BpD masing-masing distrik ditetapkan
dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

a. Kuota anggota BPD dari setiap distrik sama
Penduduk distrik yang bersangkutan dibagil

dengan Jurnlah
Bilafigah-Fem,bagli

Penduduk,

b, Bilangan Pembagi Penduduk sama
Desa dibagi Jumlah BpD. .

dengan lurnlah Penduduk



pasal 9
(1) Panitia pencaronan anggota BpD tingkat distrik/wirayah tert,iri clariunsur peranskat desa yanq ?:ll{ oi J[iiiritwitayah serempat,tokoh masyarakat dan utu, u'nggota rembag;-[.;uryarakatan;
(2)Panitia pencaronan sebagaimana ormat<suo pada ayat (1) meriputiKetua, Sekreraris oan : ;;;;g;;ggota,

pasal i0
Panitia mempunyai tugas;
a' menetapkan waktu dan tempat peiaksanaan musyawarahdistrik/wilayah; -"'r-L Hu'Lr^ror r(

b. melaksanakan musyawarah tahap pertama;
c' 

[LtJ:,.'*, 
dan meneriti berkas persyaratan bakar caron anEgota

d, melaksanakan musyawarah tahap kedua;
e' menyampaikan us.uran caron anggota Bp'D hasir musyawarah kepacraKepala Desa, 'vJrr I

Bagian Ketiga

M usyawa rah d istr.i k/ wilaya h
pasal 1 1

Musyawarah distrik/wirayah diserenggarakan oreh panitia dengandihadiri Ketua RT, Ketua itW, pungurus Lembago Kemasyarakatan danrokoh arau pemuka masyirar<ir yans ueiioa- Ji 
-lL-tiiii*ir.y.h

setemPat, '-.r Yvrvve

pasal 12

(1) selambat-lambatnyr 1s (rima beras) hari seterah diteta,pkan,nya
Keputusan Kepara Dqsa sebagaimana dimaksud craram pasir'i ,u'u,(2), panitia menyelengaraka--n musyawarah distrik/wilayah tahapperlama,

(2) Musyawarah distrik/wilayah tahap perta.nra dilaksanakan denganagenda menyampaikan informasi tentang rencana pencalonan
anggota BpD,. kuota anggota 8pD di ois:ri[/witavin ,.[r,,;il;;,
menginventarisir bakal calon anggota BpD yang diusulkan ourarnmusyawarah. ,

(3) Hasil inventarisasi bakar caron sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan daram Berita Acara oin oirimpiri oartar naoJi- 
-'-

(4) selambat-lambatlyu ] . 
(rujuh) hull serelah musyawarah rahappertama, bakat caron sebagaimana dlmaksuct pada'dviti5j'oin',inia

untuk melengkapi persyaratan,

(5)Panitla meneli'ti berkas persyaratan bakar calon, dan apabila tidak
terdapat bakal calon yang memenuhi 1lr:r r;yaratan, oiaoa[.in
musyawarah kembali sebagaimana lahap pertlr.\il, L



pasal 13
(1) Musyawarah distrik/wilayah tahap kedua dilaksanakan denganagenda menentukan caion ang-gota BpD i.iuui l(uota nreraluimekanisme musyawarah dan rnu-rilai. 

- - r\'JV

(2) Apabira mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimanadimaksud pbda ayar (i) tioat< menghasrrran iaton, maka dapatdilakukan dengan cara voting oleh p.i.,ti iupat:-
(3) Calon yang ditetu?\ul dengan cara voting sebagaimana dimaksudp.gu ayat (1) adarah uikat caron ving 

- 
niemperoreh suaraterbanyak secara berurutan ' -"' ' r r\

(4) Daram har voting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapatbakal caron yang memperoreh suara sama/ maka dirakukan votingulang bagi bakar caron yang memperoreh suara sarra sampaidiperolehnya suara terbanyak iecara berurutan,

pasal 14
(1) calon anggota BpD masing-masing distrik/wirayah sesuai hasitmusyawarah dituangkan daram beriia acara, cjirampiri daftar hadirdan berkas persyaratan masing-masihg calon,
(2) Berita acara dan rampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Kepara Desa serambat-rambatnya 3 (tiga) harisetelah musyarawah tahap kedua dilaksanakan,

Bagian Keempat

Pengajuan penetapan Calon
pasal 15

Kepala Desa menyampaikan usuran penetapan anggota BpD kepada
Bupati melalui Camat selambat-lambainya 7'(tujuh)"iari seteian eliftl
Acarahasilmusyawarahdistrik/wilayahditer:ima.

Bagian Kelima
penetapan Anggota BpD, pelantikan

dan Pengucapan Sumpah/Janji

pasal 16

Selambat-lambatnya 30 hart setelah dlterimanya usulan (epata Desq
melalui camat sebagaimana dimaksud datam pasat Is ayat iij, arpit,
menerbitkan Keputusan tentang penetapan Anggota BpD,

Pasal 17

selambat-lambatnya l5 (lima belas) hari setelah arrggota BpD
ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasjl'i6, maka
anggota BPD mengucapkan,sumpah/janji menurut agamanya secara
bersama-sama dihadapan rlasyarakat dan dilanilk oleh Bupati a.tau
peJabat laln yang dltunJuk untuk bertindak atas nama Bupati.



(,

pasal 1g

(1) Susunan kata-kata sumpah/janji BpD adarah sebagai berikut:"Demi Ailah/Tuhan, Saya O.r::T?unf nenan:i bahwa saya akanmemenuhi kewajiban saya selaku anggota 
-Badan 

permusyawaratanDesa denoan sluaix'uaikry;:- r:]rj,ir;ir:..,rnv, dan seadir-adirnya,bahwa riya akan ruralui tial irirur' menganrarka, danmempeftahankan pancasila ,ub:-g1i, dasar-negara, dan bahwa sayaakan menegakkan kehidupan Jurot r.ri Oan-lrnoang-Undang Dasar1945 sebagai konstitusr negara 
lgrtu 3uoJta ieiaturan perundang_undangan v.1g berraku oigi d.u., oa.riri [.n negara kesatuannegara kesatuan Republik InJonesia.,,

(')y#:i:, 
ffi?,iTi, 

pensambiran sumpah / janji Anssora BpD adarah

a. Pembukaan;

b. Pembacaan Keputusan gupati;

c. Pengambilan Sumpah / Janji;
d, Penandatanganan Berita Acara
e, Sambutan-sambutan;

f. Pembacaan Do'a;
g, Penutup.

Pengambilan Sumpah / Janji;

(3) Pakaian pada. siat acara pengambiran sumpah/janji ditentukansebagai berikut :

a, Anggota BpD yang mengambir sumpah/janji memakai pakaianatas putih bawah getap berdasi; J

b, Undangan lainnya menyesuaikan,

BAB V

L,ARANGAN DAN SANKSI PANITIA'
pasal 19

(1) Panitia tidak diperbolehkan menjadi anggota BpD,
(2) Apabila dalam proses pembentukan keanggotaan BpD terbuktiadanya pelanggaran mekanisme dan rrror.i,ir, maka pelaksanaarrpembentukan dan hasil-hasilnya dapat dibatarkan oleh Bupaii, 

-- --
(3)Setiap orang yang patut diduga terah meraktrkan tindak pidanadalam proses pembentukan keanggotaan BpD nr,ka akan dikenakansanksi sesuai dengan peraturan ying berlaku. 

rr\v er\e' ' vr^Er re'\o

BAB VI

BIAYA PEMBENTUKAN

pasal 20

Biaya penyelenggaraan pembentukan BPD bersumber dari Alggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.



BAB VU
PENGAWASAN PELAKSANMN PEM BENTUKAN

pasal 21
(1)Daram peraksanaan pembentukan BpD dibentuk Tim pengawasTingkat Kabuparen vanl Jitiig o.nE*"lulr,urun Bupati danTim pengawas ringkit-'i<-...r.tun ;;;g,.-litetapkan dengarrKeputusan Camat.

e 
f ::: 1rT.,1' il :rT:ii:i ff# ff I [xli. 

B p D s e b a s a i m a n a d i m a ks u d

a. Ketua

b. Sekretaris

c. Anggota

(')l,H,|,,5?1T.n:ii??,):[,.f:nsawas 
Kabuparen sebasa,imana

a, Asisten Tata praja;
b. Badan pengawas; , .

c. Bagian pemerintahan 
Desb;

d, Bagian Hukum;
e' Kanror Kesatuan Bangsa oan perrindungan 

Masyarakat;
(o) 

Y,H:,l,,5-JJrT:il1i,):::,.,i:'sawas Kecamaran sebasaimar a

a. Camat;
' b, Sekretaris Kecamatan;

c, para Kepala Seksi.

BAB VIII
TUGAS, WEWENANG, HAK/ KEWAJIBAN DAN LARANGAN

pasal 22
BPD mempunyai tugas dan wewenang:
a' membahas rancangan feraturan desa bersama Kepara Desa;b' melaksanakan pengawasan terhadap peraksanaan ,.rrirl, desadan peraturan Kepaia Desa

f,

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
memproses pemilihan Kepala Desa
menggali, menamFuflg, menghimpun, rrrerurnuskan danmenyalurkan aspirasi maiyarafaq
menyusun dan menetapkan tata tertib BpD.

pasal 23
(1) BPD mempunyat hak:

a, meminta keterangan kepada pemerintah Desa;
b, menyatakan pendapat.
c' mengadakan perubahan rancangan peraturan'Desa;

c,

d.

e.



(2) Anggota BpD mempunyai hak
a. mengajukan rancangan peraturan Desa ;b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memitih dan dipilih;
e. mernperoleh tunjangan,

pasal 24
(1)BPD mempunyai kewaliban menyampaikan informasi hasir kinerranyakepada masyarakat paring ,eoikit r, irutui [u i setahun dararr. musyawarah desa;

(2) Penyampaian informasi hasir kineqa BpD sebagaimana dimaksudpada ayar (1) berupa informasi terturL J..g;;,;iematika 
:

a. Bab I pendahuluan, berisi :

1), Latar Belakang

2). Maksud dan Tujuan
3), Dasar Hukum

4), Keanggotaan

b, Bab II Hasil Kinerja, meliputi :

1). Bidang pemerintahan

2), Bidang pembangunan

3), Bidang Kesejahteraan Rakyat

c. Bab III Laporan pertanggungjawaban 
Keuangan

d, Bab IV penutup

(3) Anggota BpD mempunyai kewajiban
a, mengamalkan pancasila, melaksanakan undang.undang Dasar.Negara Repubrik Indonesia Tahun 1945 aan 

-mentaati 
ffiiaperaturan perundang-undangan i

b, melaksanakan kehidupan demokrasi Jalam penyelenggdr6a.h
pemerintahan desai 1:- --

c. mempeftahankan dan memelihala hukum nasional sefta
keutuhan Negara Kes'atuan Republik Indonesia; -- =""- v'r r

d' menyerap, menampu0g, menghimpun, dan menindakranjuti.
aspirasi masyarakat; ,

e, mendahulukan kepentingan umum dlatas kepenflngan.,pll,ha6l,
ke,lompok dan golongan;- i ,

f, menghormati nitai-nilai sosial budaya dan adat isUadp,t
masyarakat setempat; r

g, menjaga 'norma dan' etika dalam hubungan kerJa denEarr
lembaga kemasyarakata n.



pasal 25
Anggota BpD ditarang:

a' merangkap iabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
b. sebagai pelaksana proyek desa;

c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan ;;E; atau , gorongan
masyarakat lain; - r-

d. m€lakukin korupsi, kolusi, nepotisme;

e. menerima uan.g, barang dan/atau jasa dari pihak
mempengaruhi keputusan atau flndikan yang akan

f , menyalahgunakan wewenang; dan
g. melanggar sumpah/janji jabatan.

pemerintahan desa,
dan keamanan, sosial
desa dan lembag;r

b. Bidang Pembangunan, meliputi : Rencana pcrnbangunan )angka
Menengah Desa (RplMD) dan Rencana Ktlrjd Rembangunan
(RKP), Badan usaha Milik Desa, perekonr)nrrirn, tata ruang desa,
perhubungan, pengairan dan lain-lain;

c, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : t'rendidikan, agarna,
pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehat;rn, peranan wanil,a,
keluarga berencana dan bencana alam,

(2)jumlah anggota tiap bidang disesuaikan dengan jumlah €nggota
BPD, tidak termasuk pimpinan BPD.

lain yang dapat
dilakukannya;

BAB IX

PIMPINAN BPD
pasal 26

(1)Pimpinan BpD terd.iri dari 1(satu) orang Ketua, 1(satu) orang wakilKetua, dan 1 (satu) orang Sekretaris
(2) sekretaris sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) sesuai dengankebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang. 

\

(3)Pimpinan BpD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari danoleh anEgota BpD secara langsung daram Rapat epD y.^g oiuJ.[.n
secara khusus;

(4)Rapat pemirihan pimpinan BpD untuk pertama kari dipimpin oreh
anggota tertua dan dibantu oleh anggota terrnuda,

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BpD, pimpinarr
membentuk bidang yaqg terdiri dari :

a, Bidang Pemerintahan, meiiputi :

kependudukan, pertanahan, ketertiban
politik, keuangan desa, kerjasama
kemasyarakatan desa;



BAB X

TATA TERTIB
pasal 2g

(1) Penyusunan Tata Tertib BpD dirakukan daram rapat BpD.
(2)Rapar BpD 

1gla.s,aiqana dimaksud qada avar (1) paring sedikirdihadiri oteh 2/3 (dua'pertiga) dari irn.iian angloi. ,or,
pasal 29

Tata Tertib BpD lekurang-kurangnya memuat materi:
a, pelaksanaan fungsi; 't

b, pelaksanaan wewenang;
c. pelaksanaan hak BpD;
d. pelaksanaan hak anggota; :

e. pelaksanaan kewaJlban BpD;
f , pelaksanaan kewajiban anggota;
g, tata cara rapat;
h. tata cara pembahasan peraturan desa;
l. tata cara pengambilan keputusan;

J, , hal-hal lain yang dlanggap perlu.

pasal 30
Tata Tertib BpD ditetapkan dengan Keputusan BpD

BAB XI

R.APAT BPD
pasal 31

' (1) Rapat Bp.D dipimpin oleh pimpinan BpD.
(2) Rapat BPD sebagalmdna dimaksr.rd pada ayat(1) dinyatakan sahapabita dihadrri oreh sekuranq-kuransnya vl ilatu-ffil;i ;;;i

Jurnlah anggota BpD, dan ke{rtusan liteiaplai.berdasarkan sua'a,

(3) Dalam hal tertentu Rapat BpD dinyatakan sah apabira drhadrrr orehsekurang-kurangnva 2lr (dua per tiia) oari lumrarift;.t. ffit,i.n
keputusa n, d iteta pkan den ga n persetul uari seku ra n{--rliiog nv.- v,(satu per d,ua) dirambah sa[u darr Jumrin anggolu epb ving iiuhrr,

(4) Hasll rapat BpD ditetapkan dengan Keputusan BpD dan dflengkapr
dengan notulen.rapat ydng dibuat oleh sekretaris BpD.

pasal 32

Rapal BPD bersifa! terbuka untuk umum, Kecuali yang dlrwatakan
teftutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas-kesefiakatan
pimpinan BPD,



pasal 33
Rapat tertutup BpD dapat mengambir keputusan, kecuari mengenai:
a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
b. Usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
c. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BpD;
d. Menetapkan peraturan Desa;

e. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;f. Badan Usaha'Milik Desa ;
g; Persetujuan penyeresaian perkara perdata secara damai;
h. Kebijakan tata ruang;
i. Kerjasama desa;
j. ]"lal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuattarangan dan kewaJiban kepad. ,.lvirJkui.-" --

BAB XII
TATA CARA I"IENGGALI, MENAMPUNG DAN

ASPIRASI tvtASYAMKAT

Pasal 34

!

MENYALURI$N

(1)Ketua BPD rnengadakan pembagian tugas kepada anggota BpDuntuk meraksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan,pembangunan, du! . kesejahter:aan rakyat ieiuai oengandistrik/wilayah pen,rakilannya, -'/-'
(2)Anggota BpD menginventar:isasi permasalahan-permasalahan yang

timbul di wilayah desa. 
LrYvv'vrrvr' rer'

(3) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi daninventarisasi eeTn.ls.alahan yang rimbut deuagiimJna offirrro pliu

BAB XIII
MASA ]ABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

. pasal 35

Masa jabatan anggota BpD adalah 6 (enam) tahun dan daPat
diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) t<dti mas'a labatin Oirir,,ginvi.,

pasat 36
'Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;

b, atas permintaan sendiri;

c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BpD
yang baru i

e, metakukan perbuatan yang bertentangan dengan , pe,ra,turan
perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan
berkembang di masyarakat.



(1)Anggota BpD yang berhenti atau diberhentikan seberum berakhirmasa jabatannya diadakan penlgantian anggota BpD antar waktu,(2)Anggota BpD yang berhenti atau. diberhentikan seberum berakrrir
[ffi.f [:ill}:.'[ff:n.n oren pimpinan apD-kupJ; ii;.r;' il,.

(3)Anggota BpD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayailrl haiui mendapat p.ir.ir;uan 2/3 (dua pertiga) dari jumrah anggora apo, kecuari ,.ri-riixun tindak pidanake;iahatan ':rswverr rrrcrclr\Ll

(4)Pencaronan anggota,BpD pengganti antar waktr.r dirakukan dengan
;il:.#l;vawarah 

dan murit<it di tinsrui 
';iistrik/wirayah 

ying

(5) Masa jabatan keanggotaan BpD penggjrl,ti adarah sisa waktu yang

:iJ:il.rlll:l'.'*an 
--oteh 

in[sotu - bpo y;;s ber:henti arau

(6) Usutan pemberhenrl?n anggota 
1?p. 

d,1,., caton pengganti anggota

ffi.f,t:ilwaktu 
oisamplixin oreh xepara- oesa kepada eupati

pasal 3g
selambat-rambatnya daram waktu 30 (igu puruh) hari sererahditerimanya usuran pemberhentianinggota gpo dan pengganu anggotaBPD antar waktu, Bupati n'.,.nerniiran kiputusan penetapan.

BAB XIV

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN
ANTAR WAF$U

Pasal 37

PIM PINAN BPD

39

atau diberhentikan sebelum masa
penggantian pimpinan BpD dalam

lembaga kemasyarakatan
rangka pelaksanaan fungsi,

. pasal

(1)Apabita pimpinan BpD berhenti
jabatannya berakhir, diadakan
rapat anggota BpD. 1

(2) Masa jabatan pimpinan BpD pengganti adarah sisa waktu masaJabatan yang berum oilatani oren p'rriprnun iio yang berhen, ataudiberhentikan.

(3) 
l4-e!anisme penggantian pimpinan BpD diatur daram Tata Tertib
BPD.

BAB XV

HUBUNGAN KER]A
pasal 40

(t) 
PP,?, 

sebagai ul.:uf penyerenggara pemerintahan desa, membuat
kebijakan yang dltetapkan bersama Kepala Desa.

(2) Hubungan kerja antara BpD dengan
bersifat koordinatif dan konsultatif dalam
wewenang dan hak BpD.



(3) Daram meraksanakan hubungan kerya dengan remba,akemasvarakatan sebagaimaniririarsrd ;;a ayat (2), gpD dapitmela ku ka n tt?:i 
9:-}i..' r.ngrrou il ;J;il.il ou n ata u a nssora

Hffff;..kemasyarakitan ;;;. waritu oin 
-i.rput 

yans telah

(4) Koordinasi dan konsurtasi BpD kepada 
.rembaga kemasyarakaran; sebagaimana dimaksud piOi ayat (2) minyangkut bidahgpem berdayaa n masyarakat.

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
pasal 41

(t) 
l$flLTr#L,fft'jij:: menerima tunlansan sesuai crensan

(2)Tunjangan pimpipn qll,anggota sebagaimana cJirnaksud pada ayat(1) ditetapkan dalam RpgDei,"

pasal 42
(1) Untuk kegraran BpD drsedrakan braya.operasronar sesuai kemampuankeuangan desa yang dikelola oleh Sekret.* ApD
G)35nTrT3:3.ral sebasaimana dimaksud pada ayar (1) ditetapkan

pasal 43
(1)Dalam pengeroraan keuangan, BpD menyusun rencana anggara,nbelanja keuangan dalam f (satu) tahun anggaran.
(2) Rencana anggaran beranja keuangan sebagaimana dimaksud pad,aavat (1) disampaikan kepada (epata #;;']aoa pem,bahasan

APBDes,

(3),|engna anggaran b.elanJa keuangan yang telah drbahas bersam,aKepala Desa dlmasukkan ialam npeOes,
(4) Sesuai dengan anggaran yarg i:rrl . 

diretapkan daram ApBDes,realisasi anggaran 
-olt6n1a 'epd 

orerorj orerl iekretaris BpD dandimasukkan dalam Buku Kas umum BpD, 
Yr\rvevr'e ri'rI'r-' rcr€ 

j

(s) Pylu Kas umum BpD dilaporkan oleh sekretaris BpD kepqda Ketua
BPD setiap bulan.

(6) Penggunaan anggaran belanja BPD dilaporkan kepada KeBara Desatiap akhir tahun anggaran,

pasal 44

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BpD ditlukung dengan
penyelenggaraan administrasi,

(2) Pelaksanaan' penyerenggaraan administrasi BpD sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) dilaksanakan oleh sekretarts BpD.



a. Buku Data Anggota BpD;
b, Buku Data Keputusan BpD;
c, Buku Notulen Rapat;
d. Buku Data Kegiatan BpD;
e, Buku Kas Umum;
f, Buku Agenda BpD;
g, Buku Ekspedisi,

iffiuca-g<an di Tenranggung
13 F26ruon t6D T

DAERAH
N TEMANGGUNG

KETENTUAN PENUTUP
pasal 45

Pada saat peraturan Bupati inr murar berraku maka Keputusan BupatiTemanggung Nomor t44l2og rahun 2001 tentang pedoman Tata caraPemitihan Anggora Badan pen at iiin pey ieniij il. Keputusan BupatiNomor t44rzto Tqlrun zoor tuniuls 
,1uog,.i,,un-6eL!rrrnan Tara TertibBadan perwakiran (BpD) oicabut oln oinyatakan tidik berraku,

pasal 46
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan,
Agar setiap orang 

, 
mengetahuinya, ,.*urint;-.; 'o.nnrnodnqan

Peraturan Bupati lni oengan penempat;;;y;;;iu, Ber:ita DaerahKabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal ,r: fuiir,oe" ,2.oo-7

(3) Jeriis DuKu acjmin{$r3si
sebagai berikut:

lb
se5agaimana dirnaksuC pada ayat (1) adatah

MANGGI,'.N,G

L B.UPATI

O ADJI

IAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OO7 NOMOR 3


